Jurnal Pesona Indonesia

https://pesona.tpi.or.id/index.php/pesona Halaman: 41 - 46

i E-ISSN: 3064-6448 | Vol.3 No.2 (2026)

Fragmentasi Sistem Kepartaian dan Krisis Representasi Rakyat
dalam Politik Indonesia Modern

Dea Natasya Putril Abstrak
Repki Hidayah Tulla2 Fragmentasi sistem kepartaian dalam politik Indonesia modern menjadi persoalan penting yang memengaruhi

kualitas demokrasi. Munculnya banyak partai politik pasca reformasi memang membuka ruang pluralisme,
namun juga menimbulkan inefisiensi dalam pengambilan kebijakan serta melemahnya stabilitas politik. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan dampak fragmentasi sistem kepartaian serta kaitannya dengan
krisis representasi rakyat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan
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Abstract

The fragmentation of the party system in modern Indonesian politics has become a crucial issue affecting the quality of democ ratic
governance. The emergence of multiple political parties following the reform era has encouraged political pluralism, yet it has also
led to inefficiencies in policy-making and weakened political stability. This study aims to analyze the causes and consequences of
party system fragmentation and its relation to the crisis of political representation in Indonesia. Using a normative-empirical approach,
this research examines legal frameworks, political practices, and public perceptions toward political parties. The findings indicate that
excessive party fragmentation, weak party institutionalization, and elite-oriented politics have contributed significantly to the declining
ability of political parties to represent public interests. Consequently, public trust in political institutions continues to deteriorate. This
study highlights the urgency of reforming political party systems through strengthening regulations, improving internal democracy, and
enhancing accountability. These reforms are essential to restore public trust and ensure that political parties effectively serve as
channels of representation in a democratic system.
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PENDAHULUAN

Sistem kepartaian merupakan elemen fundamental dalam demokrasi modern karena berfungsi
sebagai sarana utama penyaluran aspirasi rakyat serta pembentukan kebijakan publik. Dalam konteks
Indonesia, sistem kepartaian mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi 1998 yang
membuka ruang kebebasan politik secara luas. Perubahan ini mendorong lahirnya berbagai partai
politik dengan latar belakang ideologi dan kepentingan yang beragam. Di satu sisi, kondisi tersebut
memperkuat pluralisme politik, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya
fragmentasi sistem kepartaian (Bakry et al., 2024; Judijanto et al., 2025).

Fragmentasi sistem kepartaian merujuk pada kondisi tersebarnya kekuatan politik ke dalam
banyak partai dengan kekuatan relatif kecil (Abadi & Arsil, 2022; Ahmad, 2025). Dalam sistem
multipartai seperti Indonesia, fragmentasi sering dianggap sebagai konsekuensi logis dari demokrasi
yang terbuka. Namun demikian, tingkat fragmentasi yang tinggi justru berimplikasi pada
melemahnya efektivitas pemerintahan, terutama dalam membangun koalisi yang stabil serta dalam
proses pengambilan kebijakan publik. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses legislasi, tetapi
juga menghasilkan kebijakan yang cenderung kompromistis dan kurang optimal dalam menjawab
kebutuhan masyarakat.
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Lebih jauh, fragmentasi kepartaian juga berkaitan erat dengan menurunnya kualitas representasi
politik. Secara ideal, partai politik berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Namun
dalam praktiknya, banyak partai politik justru lebih berorientasi pada kepentingan elit dan strategi
elektoral dibandingkan dengan aspirasi publik. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi partai
politik dari representasi kepentingan rakyat menuju alat perebutan dan mempertahankan kekuasaan
(Rahayu et al., 2024; Silitonga & Gaol, 2025).

Kondisi tersebut berkontribusi pada munculnya krisis representasi dalam politik Indonesia
modern. Krisis ini ditandai dengan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai
politik serta melemahnya legitimasi institusi politik. Praktik politik transaksional, korupsi, dan
dominasi oligarki memperkuat persepsi bahwa partai politik tidak lagi menjadi representasi rakyat,
melainkan instrumen kepentingan kelompok tertentu (Prayugo & Prayitno, 2026; Rohmandar, 2025).
Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara rakyat dan wakil politiknya.

Selain itu, faktor institusional seperti sistem pemilu proporsional terbuka dan lemahnya
kelembagaan partai turut memperparah fragmentasi. Sistem pemilu memberikan peluang besar bagi
partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen, sementara lemahnya institusionalisasi menyebabkan
partai tidak memiliki struktur dan ideologi yang kuat serta cenderung bergantung pada figur tertentu.
Kondisi ini memicu konflik internal dan memperbesar kemungkinan terjadinya fragmentasi lanjutan
(Salsabila, 2025).

Dampak lebih lanjut dari fragmentasi dan krisis representasi adalah meningkatnya apatisme
politik masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik (Indikator Politik
Indonesia, 2024). Hal ini tidak hanya mengancam kualitas partisipasi politik, tetapi juga berpotensi
melemahkan legitimasi demokrasi secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan publik yang dihasilkan
sering kali tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas karena dipengaruhi oleh kepentingan
elit politik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab dan
dampak fragmentasi sistem kepartaian serta kaitannya dengan krisis representasi rakyat di Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kelemahan dalam sistem kepartaian serta
merumuskan rekomendasi reformasi guna memperkuat fungsi representasi partai politik dan
meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu
aktivitas yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu dalam
berbagai kegiatan tanpa mengharapkan imbalan. Secara umum, program ini dirancang oleh berbagai
perguruan tinggi di Indonesia sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan dan
kemajuan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu bagian
dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi
kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada
pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial-politik, khususnya terkait fragmentasi sistem
kepartaian dan krisis representasi rakyat dalam konteks demokrasi Indonesia. Metode ini
memungkinkan peneliti untuk menganalisis realitas sosial secara holistik dan menekankan pada
pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti (Juita et al., 2025; Subakti et al., 2023)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui berbagai
literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga survei, serta dokumen resmi yang
relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan mencakup kajian tentang sistem kepartaian,
demokrasi, oligarki politik, serta tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia
(Prayugo & Dora, n.d., 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi,
mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai sumber literatur yang relevan. Metode ini digunakan
untuk memperoleh data yang sistematis dan mendalam terkait fenomena yang diteliti, serta untuk
memperkuat kerangka teoritis penelitian (Fitriyana & Muspawi, 2024; M.Pd et al., n.d.).
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Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi
(content analysis). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui beberapa tahap,
yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data dalam bentuk narasi analitis; dan (3) penarikan kesimpulan.
Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dari berbagai sumber data
yang telah dikumpulkan (Nurrisa et al., 2025; Qomaruddin & Sa’diyah, n.d.).

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara
fragmentasi sistem kepartaian, lemahnya institusionalisasi partai, dominasi elit politik, serta
dampaknya terhadap krisis representasi dan menurunnya kepercayaan publik dalam sistem demokrasi
Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Fragmentasi Kepartaian

Fragmentasi kepartaian di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sejak era reformasi
1998 yang membuka kebebasan dalam pembentukan partai politik. Sistem multipartai yang terbuka
mendorong banyaknya partai yang berpartisipasi dalam pemilu, sehingga distribusi kekuasaan politik
menjadi semakin tersebar dan tidak terpusat pada satu kekuatan dominan. Kondisi ini mengakibatkan
tidak adanya partai mayoritas di parlemen, sehingga pembentukan pemerintahan sangat bergantung
pada koalisi antarpartai.

Namun, koalisi yang terbentuk cenderung bersifat pragmatis dan tidak didasarkan pada
kesamaan ideologi, melainkan kepentingan jangka pendek untuk memperoleh atau mempertahankan
kekuasaan. Hal ini berdampak pada lemahnya konsolidasi politik serta menurunnya efektivitas
pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Fragmentasi
juga memperumit proses pengambilan keputusan karena adanya tarik-menarik kepentingan
antarpartai (Suhantoro et al., 2025). Dengan demikian, fragmentasi tidak hanya menjadi fenomena
struktural, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Faktor Penyebab Fragmentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kepartaian di Indonesia dipengaruhi oleh
faktor institusional dan internal partai. Dari sisi institusional, sistem pemilu proporsional terbuka
memberikan peluang besar bagi partai-partai kecil untuk memperoleh kursi di parlemen. Ambang
batas parlemen yang relatif rendah semakin memperbesar kemungkinan masuknya banyak partai ke
dalam sistem politik, sehingga memperkuat tingkat fragmentasi.

Di sisi lain, lemahnya institusionalisasi partai politik menjadi faktor krusial. Banyak partai tidak
memiliki ideologi yang kuat serta bergantung pada figur elit tertentu. Kondisi ini menyebabkan partai
rentan mengalami konflik internal dan perpecahan, yang pada akhirnya melahirkan partai-partai baru.
Fragmentasi yang terjadi bukan hanya akibat desain sistem pemilu, tetapi juga karena kegagalan
partai dalam membangun organisasi yang solid dan berkelanjutan (Ahmad, 2025; Lubis & Ramadhan,
2025).

Dengan demikian, fragmentasi kepartaian di Indonesia merupakan hasil interaksi antara sistem
politik yang permisif dan lemahnya kapasitas kelembagaan partai.

Krisis Representasi Politik

Fragmentasi kepartaian berkontribusi langsung terhadap munculnya krisis representasi politik.
Penelitian ini menemukan bahwa meningkatnya jumlah partai tidak serta-merta meningkatkan
kualitas representasi, melainkan justru memperlemah hubungan antara rakyat dan wakil politiknya.
Masyarakat semakin merasa bahwa aspirasi mereka tidak terakomodasi secara efektif dalam proses
politik.

Krisis representasi ini diperparah oleh dominasi elit dalam tubuh partai politik. Proses
pengambilan keputusan sering kali lebih mencerminkan kepentingan elit dibandingkan kepentingan
publik. Akibatnya, partai politik kehilangan fungsi utamanya sebagai saluran aspirasi masyarakat dan
bertransformasi menjadi instrumen kekuasaan kelompok tertentu (Sandy et al., 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada jumlah partai, tetapi
pada kualitas representasi yang dihasilkan oleh partai politik tersebut.
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Dampak terhadap Demokrasi

Fragmentasi kepartaian dan krisis representasi memiliki implikasi serius terhadap kualitas
demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah menurunnya efektivitas pemerintahan
akibat sulitnya mencapai konsensus dalam koalisi multipartai. Kebijakan publik yang dihasilkan
sering kali bersifat kompromistis dan tidak optimal dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Selain itu, fragmentasi juga mendorong berkembangnya praktik politik transaksional.
Dukungan politik dalam parlemen kerap diperoleh melalui negosiasi kepentingan jangka pendek,
yang berpotensi meningkatkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini
menunjukkan adanya pergeseran demokrasi dari yang bersifat substantif menuju demokrasi
prosedural yang lebih berorientasi pada kekuasaan daripada kepentingan rakyat (Irwin et al., 2025;
Noer, 2025).

Dengan demikian, fragmentasi kepartaian tidak hanya berdampak pada struktur politik, tetapi
juga pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Reformasi Kepartaian

Untuk mengatasi permasalahan fragmentasi dan krisis representasi, diperlukan reformasi sistem
kepartaian yang komprehensif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan
jumlah partai melalui peningkatan ambang batas parlemen, sehingga hanya partai dengan dukungan
signifikan yang dapat masuk ke parlemen.

Selain itu, penguatan kelembagaan partai menjadi hal yang sangat penting. Partai politik perlu
membangun struktur organisasi yang kuat, memiliki ideologi yang jelas, serta menerapkan demokrasi
internal secara konsisten. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai, khususnya terkait
pendanaan dan proses pengambilan keputusan, juga harus ditingkatkan untuk memulihkan
kepercayaan publik (Saputra et al., 2024; Susanto & Michael, 2023).

Reformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi fragmentasi, tetapi juga untuk
memperbaiki kualitas representasi politik dalam sistem demokrasi.

Relevansi dalam Konteks Indonesia Modern

Fenomena fragmentasi kepartaian dan krisis representasi masih sangat relevan dalam konteks
politik Indonesia saat ini. Meskipun telah terjadi berbagai upaya reformasi, jumlah partai politik yang
berpartisipasi dalam pemilu tetap relatif banyak, menunjukkan bahwa tingkat fragmentasi masih
tinggi.

Di1 era digital, krisis representasi semakin terlihat melalui meningkatnya kritik publik terhadap
elit politik di media sosial. Masyarakat semakin vokal dalam mengekspresikan ketidakpuasan
terhadap kinerja partai politik, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara representasi formal
dan aspirasi nyata masyarakat. Kondisi ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia masih
menghadapi tantangan dalam mencapai konsolidasi yang matang (Irwin et al., 2025).

KESIMPULAN

Pertama, sistem kepartaian di Indonesia pasca reformasi mengalami tingkat fragmentasi yang
tinggi akibat munculnya banyak partai politik dengan kekuatan yang relatif kecil. Kondisi ini
menunjukkan bahwa sistem multipartai yang terbuka memang memberikan ruang bagi keberagaman
aspirasi, namun di sisi lain juga menimbulkan ketidakstabilan politik. Fragmentasi yang berlebihan
menyebabkan sulitnya membentuk pemerintahan yang solid serta memperlambat proses pengambilan
kebijakan publik. Kedua, faktor utama yang menyebabkan fragmentasi dan melemahnya kualitas
sistem kepartaian meliputi sistem pemilu proporsional terbuka, lemahnya institusionalisasi partai,
serta dominasi elit atau oligarki dalam tubuh partai politik. Selain itu, banyak partai yang tidak
memiliki ideologi yang kuat dan hanya berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek.
Kombinasi faktor-faktor tersebut memperkuat persaingan tidak sehat antar partai dan memperburuk
kualitas demokrasi. Ketiga, fragmentasi kepartaian berdampak langsung pada krisis representasi
politik, di mana partai politik gagal menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat.
Hal ini tercermin dari menurunnya kepercayaan publik serta meningkatnya apatisme politik
masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan legitimasi demokrasi dan berpotensi
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mengurangi partisipasi politik serta kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Keempat, diperlukan
upaya reformasi sistem kepartaian untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain melalui
penyederhanaan jumlah partai, penguatan kelembagaan dan ideologi partai, serta peningkatan
transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, pembenahan regulasi dan demokrasi internal partai menjadi
langkah penting untuk mengurangi dominasi oligarki dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, sistem kepartaian di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan stabil.
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